
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Balangan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Balangan Nomor 75 Tahun 2017 ten tang Seleksi Tambahan
dalam Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan seleksi tambahan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Panitia
Seleksi Tambahan dengan berbagai latar belakang
pendidikan;

a. bahwa untuk memperoleh Calon Kepala Desa hasil
pelaksanaan seleksi tambahan yang lebih berkualitas,
maka diperlukan seleksi tambahan yang jujur, adil dan
transparan;

Menimbang

BUPATIBALANGAN,

PERUBAHANATAS PERATURANBUPATIBALANGANNOMOR 75 TAHUN2017
TENTANGSELEKSI TAMBAHANDALAMPEMILIHANKEPALADESA

TENTANG

PERATURANBUPATIBALANGAN
NOMOR 21 TAHUN2019

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN



(1) Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Tambahan yang ditetapkan
oleh Bupati.

Pasa13

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 75 Tahun 2017
tentang Seleksi Tambahan dalam Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

PasalI

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANBUPATI BALANGANNOMOR 75 TAHUN
2017 TENTANG SELEKSI TAMBAHAN DALAM
PEMILIHANKEPALADESA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2016 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1221);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang­
Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
5679);

2



BERITADAERAHKABUPATENBALANGANTAHUN2019 NOMOR21

-, H. M. I ~SETIADY, SH
NIP. 19780929200501 1 009

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 26 April 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenBalangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

(4) Seleksi tambahan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dilakukan melalui metode test tertulis dan penilaian pengalaman
pekerjaan.

(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
a. dihapus
b. Dapat berasal dari Unsur Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Daerah/lnstansi Vertikal/PerguruanTinggi/Unsur
Masyarakat.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Gasal.
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